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ABSTRAK 

 

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam era digital telah mengubah pola 

kampanye pemilihan umum melalui penggunaan teknologi berbasis data untuk 

membentuk citra diri kandidat. Pemanfaatan AI, termasuk dalam bentuk deepfake 

dan konten digital generatif, menimbulkan permasalahan hukum karena berpotensi 

menghasilkan informasi yang tidak autentik dan menyesatkan pemilih, sehingga 

mengancam asas jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, penggunaan AI dalam 

kampanye pemilu juga berdampak pada integritas dan transparansi proses 

demokrasi di Indonesia  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan AI dalam 

pembentukan citra diri kandidat dengan asas jujur dan adil serta mengkaji implikasi 

hukumnya terhadap integritas dan transparansi pemilu. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, 

sistematis, dan historis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam kampanye pada 

dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari kebenaran informasi, 

namun menjadi bertentangan dengan asas jujur dan adil apabila digunakan untuk 

merekayasa citra diri kandidat melalui manipulasi informasi. Penggunaan tersebut 

berdampak pada penurunan integritas dan transparansi pemilu serta menimbulkan 

kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan spesifik dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi 

yang mengatur secara tegas penggunaan AI dalam kampanye pemilu, termasuk 

aspek transparansi, batasan penggunaan, dan mekanisme pengawasan, guna 

menjamin kepastian hukum serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.  

Kata kunci: Artificial Intelligence, kampanye pemilu, asas jujur dan adil, citra diri 

kandidat, hukum pemilu.  
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